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	ABSTRACT
This study examines the transformation of Indonesia’s fiscal policy direction during the 2024–2026 period in the post COVID-19 transition phase. This shift reflects a paradigm change from a counter-cyclical recovery policy toward fiscal governance oriented toward national development and sovereignty. The research employs a qualitative–descriptive and comparative approach through document analysis of Informasi APBN 2024–2025 and the 2026 Draft State Budget (RAPBN) issued by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The findings reveal a structural transformation in fiscal policy, marked by maintaining the deficit below 3 percent of GDP, implementing tax reform and digitalization, and reallocating public expenditure toward productive sectors such as education, health, green energy, and food security. Based on Musgrave’s (1959) theory, fiscal functions evolved from stabilizing to allocative and distributive. The results indicate growing maturity in adaptive fiscal governance. This study contributes empirically to the literature on fiscal governance in developing countries.

	
	
	
ABSTRAK
Penelitian ini menelaah transformasi arah kebijakan fiskal Indonesia periode 2024–2026 dalam masa transisi pasca-pandemi COVID-19. Pergeseran ini mencerminkan perubahan paradigma dari kebijakan pemulihan counter-cyclicalmenuju tata kelola fiskal yang berorientasi pada pembangunan dan kedaulatan nasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif komparatif melalui analisis dokumen Informasi APBN 2024–2025 dan RAPBN 2026 yang diterbitkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan transformasi struktural kebijakan fiskal yang ditandai oleh disiplin defisit di bawah 3 persen PDB, reformasi dan digitalisasi perpajakan, serta pergeseran belanja publik ke sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, energi hijau, dan ketahanan pangan. Berdasarkan teori Musgrave (1959), fungsi fiskal berevolusi dari stabilisatif ke alokatif dan distributif. Temuan ini menegaskan kematangan tata kelola fiskal adaptif yang menyeimbangkan stabilitas makro, pembangunan berkelanjutan, dan kemandirian ekonomi. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi penguatan literatur tentang tata kelola fiskal di negara berkembang.



PENDAHULUAN
Lanskap ekonomi global pasca-pandemi COVID-19, dinamika geopolitik, disrupsi rantai pasok, serta fragmentasi perdagangan internasional masih menjadi tantangan utama bagi stabilitas makroekonomi dunia (Yoganandham, 2024; Gayathri & Vijayabanu, 2024). International Monetary Fund (IMF, World Economic Outlook, 2025) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya berkisar 3,0–3,1 persen dalam dua tahun terakhir, mencerminkan pemulihan yang belum merata dan tekanan struktural pada sistem perdagangan multilateral (Luong et al., 2025). Kebijakan fiskal Indonesia menunjukkan dinamika yang menonjol baik dalam orientasi, struktur, maupun prioritas pembangunan. 
Dalam konteks ini, kebijakan fiskal menjadi instrumen utama yang diandalkan berbagai negara untuk menjaga daya tahan ekonomi, melindungi kelompok rentan, serta mendorong pertumbuhan jangka menengah melalui investasi publik yang produktif (Ekasari & Othman, 2025; Touat, 2024). Indonesia, sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, menghadapi tantangan serupa untuk menyeimbangkan antara stabilitas fiskal dan percepatan pembangunan ekonomi (Indrawati & Satriawan, 2024; Ulani & Aprirachman, 2025; Anugrah et al., 2024). Sejak masa pandemi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan sebagai shock absorber yang efektif dalam menjaga daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi nasional (Kacaribu & Crystallin, 2022). Namun, memasuki periode pasca-pandemi, fungsi APBN mengalami reposisi strategis dari sekadar alat stabilisasi menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan (Indrawati & Satriawan, 2024; Judijanto, 2025).
Pemerintah mulai menata kembali ruang fiskal dengan menjaga defisit di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara (Khairi, 2024). Pada saat yang sama, arah kebijakan fiskal didorong untuk memperbesar porsi belanja produktif di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan energi terbarukan, guna memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang (Trisnantoro, 2022; Gamal et al., 2024; Mahira & Karjoko, 2024). Reposisi tersebut menandai kembalinya disiplin fiskal yang tetap ekspansif namun terukur (expansionary yet prudent), di mana kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi berkelanjutan dan mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) nasional (Halimatussadiah & Cesarina, 2020; Ulani & Aprirachman, 2025; Hidayat et al., 2021).
Periode 2024–2026 menjadi fase transisi penting dalam konsolidasi fiskal Indonesia, yang menandai perubahan orientasi dari penanganan krisis menuju pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Secara substantif, kebijakan fiskal pada periode ini merepresentasikan pergeseran paradigma dari crisis management menuju developmental fiscal policy yang menempatkan pembangunan inklusif, transformasi hijau, dan penguatan ketahanan nasional sebagai prioritas utama (Indrawati & Satriawan, 2024; Judijanto, 2025).
Tema APBN 2024, yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” mencerminkan langkah pemerintah memperkuat daya saing melalui pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan investasi produktif di sektor pendidikan dan infrastruktur berwawasan lingkungan (Kacaribu & Crystallin, 2022). Tahun berikutnya, APBN 2025 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”dengan fokus pada peningkatan kualitas belanja, pembangunan SDM unggul, serta dorongan menuju ekonomi hijau yang mendukung transisi energi dan efisiensi fiskal nasional (Halimatussadiah & Cesarina, 2020). Sementara itu, RAPBN 2026 menegaskan arah strategis menuju “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi”, menandai komitmen terhadap kemandirian nasional dan ketahanan strategis jangka panjang, sejalan dengan kebijakan bioenergi berbasis kelapa sawit dan diversifikasi energi domestik yang menjadi pilar keamanan energi Indonesia (Kusumayuda, 2021).
Pergeseran tematik tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan transisi paradigma kebijakan fiskal Indonesia dari orientasi counter-cyclical menuju developmental and sovereignty-oriented fiscal policy. Transformasi ini menandai reposisi peran negara dari stabilisator pasif menjadi aktor utama pembangunan struktural dan kemandirian ekonomi nasional (Indrawati & Satriawan, 2024; Judijanto, 2025). Dalam konteks ini, kebijakan fiskal Indonesia tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai alat penstabil makroekonomi, melainkan sebagai motor transformasi struktural menuju perekonomian yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global. Kebijakan tersebut berakar pada agenda Visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan pembangunan manusia unggul, penguasaan sumber daya strategis, dan kedaulatan ekonomi nasional sebagai pilar utama pembangunan jangka panjang (Kacaribu & Crystallin, 2022; Halimatussadiah & Cesarina, 2020). Dengan demikian, APBN kini berfungsi bukan sekadar instrumen teknokratis, tetapi juga artikulator politik ekonomi nasional, merefleksikan kedaulatan fiskal dan arah strategis pembangunan bangsa dalam menghadapi dinamika global dan tekanan geopolitik yang kian kompleks (Khairi, 2024; Mahira & Karjoko, 2024).
Dari sisi implementasi fiskal, kesinambungan kebijakan pemerintah tercermin dalam disiplin defisit anggaran dan peningkatan kualitas belanja publik. Ketiga dokumen APBN menunjukkan tren defisit yang konsisten di bawah 3 persen terhadap PDB yaitu 2,29 persen pada 2024, 2,53 persen pada 2025, dan 2,48 persen dalam RAPBN 2026 yang mencerminkan keberhasilan pemerintah menjaga kredibilitas fiskal tanpa mengorbankan ekspansi pembangunan(Norrahman, 2024; Hafel & Ibrahim, 2024). Selain itu, komposisi belanja negara terus mengalami pergeseran ke arah productive spending, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan energi, dan perlindungan sosial, yang berfungsi sebagai social investment untuk memperkuat modal manusia dan inklusivitas ekonomi nasional (Ela, 2025; Afkar et al., 2020; Muksin, 2024).
Secara empiris, studi OECD Economic Outlook on Indonesia menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang semakin produktif memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan PDB dan penguatan daya saing jangka panjang, sekaligus mengurangi ketimpangan regional dan meningkatkan efisiensi belanja publik (Ollivaud, 2017; Iskandar & Saragih, 2019). Tren ini diperkuat melalui reformasi APBN 2026 yang mengintegrasikan pendekatan “fiscal-green and social analysis”, menghubungkan agenda transisi menuju carbon neutrality dengan kebijakan perlindungan sosial yang inklusif, mencerminkan sinergi antara sustainability dan social justice dalam desain fiskal Indonesia modern (Ela, 2025). 
Meskipun berbagai studi telah menyoroti peran APBN dalam mendukung pemulihan ekonomi selama pandemi, penelitian yang menelaah pergeseran arah kebijakan fiskal pasca-pandemi, khususnya periode 2024–2026, masih relatif terbatas. Sebagian besar kajian berfokus pada efektivitas stimulus fiskal, reformasi perpajakan, atau penanganan krisis kesehatan, tanpa mengulas secara mendalam perubahan paradigma kebijakan fiskal dalam konteks kemandirian ekonomi nasional (Patra, 2025; Pulipaka et al., 2023).
Padahal, periode transisi ini sangat strategis karena menjadi landasan perumusan arah kebijakan fiskal menengah Indonesia menuju pemerintahan baru dan tahapan awal menuju Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang menggarisbawahi transformasi ekonomi, ketahanan pangan-energi, dan pembangunan manusia unggul sebagai fondasi kemandirian ekonomi (Aun, 2022). Kekosongan literatur ini menunjukkan adanya celah riset (research gap) dalam diskursus ilmiah tentang evolusi kebijakan fiskal Indonesia pasca-krisis global, yang belum banyak menyoroti dimensi politik-ekonomi dan transisi paradigma dari counter-cyclical ke developmental and sovereignty-oriented fiscal policy (Rahman, 2023)
Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola perubahan arah kebijakan fiskal Indonesia pada periode 2024–2026 melalui analisis deskriptif-komparatif terhadap dokumen resmi Informasi APBN dan RAPBN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Analisis ini tidak hanya berfokus pada aspek nominal atau struktural anggaran, tetapi juga menelaah narasi tematik dan orientasi kebijakan fiskal yang mencerminkan pergeseran paradigma dari counter-cyclical menuju developmental and sovereignty-oriented fiscal policy.


KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Paradigma Kebijakan Fiskal dalam Konteks Pasca-Pandemi
Pandemi COVID-19 telah menjadi titik balik (inflection point) dalam tata kelola ekonomi global dan nasional. Pada konteks Indonesia, pandemi mendorong reposisi kebijakan fiskal dari peran tradisionalnya sebagai counter-cyclical stabilizer menuju instrumen transformasi struktural dan ketahanan nasional (Ramesh, 2025). Kebijakan fiskal pasca-pandemi tidak hanya berfungsi menahan gejolak ekonomi, tetapi juga menjadi alat untuk membangun fondasi ekonomi berkelanjutan, dengan orientasi pada inclusive recovery, ketahanan sosial, dan transisi energi hijau (UN ESCAP, 2025).
Kajian oleh Weber (2025) menegaskan bahwa negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan inklusivitas pertumbuhan dengan disiplin fiskal, yang sering kali bersinggungan dengan agenda dekarbonisasi dan adaptasi iklim. Hal ini menunjukkan bahwa sustainable fiscal management menjadi pondasi utama bagi stabilitas jangka panjang di era pasca-pandemi. Dengan demikian, paradigma fiskal pasca-pandemi di Indonesia tidak lagi berorientasi jangka pendek, melainkan diarahkan untuk membentuk kedaulatan ekonomi (fiscal sovereignty) melalui diversifikasi pendapatan, efisiensi belanja, dan penguatan kapasitas institusional fiskal.
Pergeseran Menuju Developmental dan Sovereignty-Oriented Fiscal Policy
Transformasi arah kebijakan fiskal Indonesia periode 2024–2026 mencerminkan pergeseran paradigma dari krisis menuju pembangunan berdaulat. Dalam Economic and Business Outlook 2023, Hasudungan et al. (2023) menegaskan bahwa konsolidasi fiskal Indonesia berorientasi pada structural upgrading, investasi hijau, dan peningkatan kapasitas SDM nasional. Kebijakan ini memperkuat legitimasi negara dalam pembangunan, menempatkan APBN sebagai instrumen politik-ekonomi untuk mendukung kemandirian strategis dan daya tahan fiskal jangka panjang. 
Sementara itu, studi Dorigné-Thomson (2023) menyoroti peran Indonesia sebagai Asian developmental power yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kepemilikan sumber daya strategis. Dalam konteks ini, developmental and sovereignty-oriented fiscal policy menjadi refleksi dari kemampuan negara mempertahankan otonomi fiskal di tengah arsitektur ekonomi global yang kian terfragmentasi. Kebijakan fiskal Indonesia kini dikaitkan pula dengan pembangunan berkelanjutan dan pergeseran kontrak sosial fiskal. Hujo & Fuentes-Nieva (2024) menyebutnya sebagai upaya menuju fair fiscal contract, dimana pemerintah memperkuat legitimasi fiskal dengan menyeimbangkan antara redistribusi sosial dan efisiensi ekonomi.
Literatur Empiris dan Research Gap
Kajian empiris menunjukkan bahwa periode 2024–2026 menjadi masa krusial bagi konsolidasi dan inovasi fiskal Indonesia. Satria (2025) menjelaskan bahwa transformasi fiskal di Indonesia merupakan respons adaptif terhadap tekanan global dan kebutuhan internal untuk memperkuat inclusive growth. Namun, sebagian besar penelitian yang ada masih menyoroti efektivitas stimulus dan reformasi perpajakan, belum secara sistematis mengulas pergeseran paradigma fiskal menuju kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional.
Grabel (2024) menekankan pentingnya memperluas fiscal space melalui reformasi utang, pembiayaan konsesional, dan inovasi fiskal yang berpihak pada stabilitas makro jangka panjang. Namun, studi mengenai bagaimana Indonesia menginternalisasi strategi ini dalam kerangka Visi Indonesia Emas 2045 masih minim. Dengan demikian, celah penelitian (literature gap) ini membuka ruang bagi studi akademik yang menelaah arah kebijakan fiskal Indonesia secara deskriptif-komparatif berdasarkan dokumen APBN 2024–2026 suatu pendekatan yang relatif baru dalam literatur fiskal nasional

METODE PENELITIAN
Pendekatan dan Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain komparatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pola perubahan arah kebijakan fiskal nasional Indonesia pada periode 2024–2026. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi analisis yang mendalam terhadap makna, konteks, dan orientasi kebijakan yang termuat dalam dokumen resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan struktur dan arah kebijakan fiskal setiap tahun anggaran, sedangkan pendekatan komparatif diterapkan untuk menilai konsistensi, pergeseran fokus, serta evolusi paradigma fiskal antar periode. Desain ini sejalan dengan model analisis kebijakan publik berbasis dokumen (policy content analysis) sebagaimana digunakan dalam studi kebijakan fiskal pasca-pandemi (Ramesh, 2025; Weber, 2025).

Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah, khususnya tiga publikasi utama Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Anggaran, yaitu: (1) Informasi APBN Tahun Anggaran 2024 (Kemenkeu, 2023), (2) Informasi APBN Tahun Anggaran 2025 (Kemenkeu, 2024), dan (3) Siaran Pers RAPBN Tahun Anggaran 2026 – SP-19/KLI/2025 (Kemenkeu, 2025). Ketiga dokumen tersebut dipilih karena bersifat primer institusional, merepresentasikan posisi fiskal resmi negara secara komprehensif, dan memiliki validitas serta kredibilitas tinggi untuk analisis kebijakan publik. Selain itu, penelitian juga mengacu pada Nota Keuangan dan pernyataan resmi Menteri Keuangan untuk memperkuat triangulasi sumber data.
Unit analisis penelitian mencakup empat komponen utama dalam struktur APBN, yakni: (1) Pendapatan negara, meliputi penerimaan perpajakan, PNBP, dan hibah; (2) Belanja negara, terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah; (3) Defisit dan pembiayaan anggaran; serta (4) Prioritas dan fokus tematik kebijakan fiskal, mencakup tema, arah kebijakan, dan program strategis nasional. Keempat dimensi ini dianalisis untuk mengungkap arah, rasionalitas, dan logika fiskal yang mendasari rancangan APBN setiap tahun, sekaligus menguji konsistensinya dengan sasaran pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam Visi Indonesia Emas 2045 (Satria, 2025; UN ESCAP, 2025).
Prosedur Analisis Data
Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama:
1. Reduksi data, yaitu ekstraksi informasi kuantitatif dan kualitatif dari dokumen resmi, termasuk nilai agregat pendapatan, belanja, defisit, serta narasi kebijakan dan tema strategis setiap tahun;
2. Kategorisasi tematik, yakni pengelompokan konten berdasarkan tiga fungsi fiskal yaitu alokatif, distributif, dan stabilisatif berdasarkan teori Musgrave (1959) serta model counter-cyclical fiscal framework;
3. Analisis komparatif longitudinal, yaitu membandingkan perubahan struktur, arah kebijakan, dan intensi fiskal dari tahun ke tahun untuk mengidentifikasi pola evolusi kebijakan dan transformasi paradigma fiskal nasional.
Pendekatan ini mengintegrasikan kerangka teoritis dari Hujo & Fuentes-Nieva (2024) mengenai fair fiscal contracts dan Grabel (2024) tentang expanding fiscal space dalam konteks ekonomi berkembang.
Validitas dan Reliabilitas Data
Keabsahan hasil analisis dijaga melalui triangulasi sumber dan konsep. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan isi antar-dokumen APBN, Nota Keuangan, dan pernyataan resmi pemerintah dalam konferensi pers tahunan. Triangulasi konsep dilakukan dengan membandingkan hasil temuan empiris dengan teori-teori tentang sustainable fiscal policy, inclusive fiscal policy, dan sovereignty-oriented fiscal policy. Untuk memastikan kredibilitas dan konsistensi analisis, penelitian ini menerapkan audit trail dokumen dan peer debriefing dengan akademisi di bidang ekonomi publik dan kebijakan fiskal, sebagaimana direkomendasikan oleh Weber (2025) dalam studi kualitatif fiskal ASEAN.

Teknik Analisis dan Interpretasi
Analisis data bersifat deskriptif-interpretatif, menekankan pada pemaknaan naratif atas arah dan tujuan kebijakan fiskal ketimbang pengujian kausal kuantitatif. Data kuantitatif APBN (dalam triliun rupiah) digunakan sebagai basis pembacaan tren struktural, namun fokus utama diarahkan pada pola ideologis dan tematik yang mencerminkan pergeseran orientasi kebijakan fiskal nasional. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menampilkan perubahan numerik dalam postur fiskal, tetapi juga menafsirkan rasionalitas kebijakan dan ideologi pembangunan fiskal berdaulat yang melatarbelakanginya (Ramesh, 2025; Hasudungan et al., 2023).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Analisis terhadap dokumen Informasi APBN 2024–2025 dan RAPBN 2026 menunjukkan adanya pola evolusi yang konsisten dalam arah kebijakan fiskal nasional. Pemerintah Indonesia secara bertahap menggeser orientasi kebijakan dari fungsi counter-cyclical yang dominan selama masa krisis COVID-19 menuju peran yang lebih developmental dan strategis (Ramesh, 2025). Tahun 2024 menandai fase konsolidasi fiskal dengan tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, yang menitikberatkan pada pengendalian inflasi, penguatan perlindungan sosial, serta reformasi struktural di sektor energi dan pangan. Selanjutnya, tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dalam APBN 2025 mempertegas orientasi fiskal produktif yang berfokus pada transformasi ekonomi hijau, peningkatan investasi SDM, dan pemerataan pembangunan regional. Adapun RAPBN 2026, dengan tema “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi,” menjadi representasi dari sovereignty-oriented fiscal policy, yakni pergeseran menuju kemandirian fiskal yang berkelanjutan dan berbasis nilai strategis nasional (Hasudungan et al., 2023; Dorigné-Thomson, 2023).
Konsistensi tema-tema APBN tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara stabilitas makroekonomi dan transformasi struktural, sekaligus menjawab tantangan global berupa fragmentasi perdagangan dan perubahan iklim (UN ESCAP, 2025). Pergeseran arah kebijakan fiskal Indonesia mencerminkan bentuk transformasi negara dalam tata kelola fiskal (state transformation in fiscal governance), yakni perubahan paradigma dari negara reaktif terhadap krisis menuju negara proaktif dalam membangun kapasitas produktif dan ketahanan ekonomi.
Secara historis, APBN 2024 menjadi titik balik dari rezim kebijakan fiskal darurat (2020–2023) ke fase pembangunan yang berimbang dan berkelanjutan (Weber, 2025). Pemerintah berhasil mengembalikan defisit anggaran di bawah 3 persen PDB, sejalan dengan penerapan prinsip fiscal rule yang prudent namun ekspansif secara selektif, sebagaimana direkomendasikan oleh OECD dan IMF dalam laporan kebijakan fiskal Asia Tenggara (2024). Kebijakan ini menandai terbentuknya fiscal credibility baru, di mana prudence fiskal tidak lagi bertentangan dengan growth-oriented spending, melainkan menjadi dasar untuk inclusive recovery. Hal ini selaras dengan konsep developmental fiscal state, di mana negara memainkan peran sentral dalam membangun daya saing ekonomi melalui pembiayaan publik yang terarah dan produktif (Hujo & Fuentes-Nieva, 2024; Grabel, 2024).
Dari sisi pendapatan negara, tren kenaikan yang konsisten selama periode 2024–2026 menunjukkan keberhasilan reformasi mobilisasi penerimaan negara pasca-implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Total pendapatan meningkat dari Rp2.802,3 triliun pada 2024 menjadi Rp3.147,7 triliun pada 2026, dengan kontribusi penerimaan pajak yang semakin dominan. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak digital memperluas basis wajib pajak tanpa mengorbankan iklim investasi, sejalan dengan strategi broadening tax base yang direkomendasikan oleh IMF (2024) dan Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospects Report (2025). Dalam perspektif teori fiskal Musgrave (1959), kebijakan ini mencerminkan optimalisasi fungsi stabilisatif dan alokatif fiskal, di mana pemerintah menyeimbangkan antara mobilisasi penerimaan dengan dukungan terhadap pertumbuhan jangka panjang. Lebih jauh, peningkatan tax buoyancy juga menjadi indikator keberhasilan fiskal inklusif (inclusive fiscal policy) yang mendukung redistribusi sosial dan penguatan daya beli masyarakat (Satria, 2025; Ramesh, 2025). 
Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Rp492 triliun (2024) menjadi Rp455 triliun pada RAPBN 2026 menunjukkan adanya reorientasi kebijakan menuju pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan efisiensi pengelolaan aset negara. Meskipun nominalnya mengalami sedikit penyesuaian, proporsi PNBP terhadap total pendapatan negara tetap menunjukkan tren stabil, menandakan pergeseran dari ketergantungan terhadap komoditas primer menuju model pengelolaan nilai tambah nasional (Hujo & Fuentes-Nieva, 2024). Kebijakan hilirisasi mineral dan pengembangan industri berbasis nikel, tembaga, serta energi baru terbarukan menjadi bagian dari strategi natural capital transformation, dimana sumber daya alam tidak lagi dieksploitasi sebagai komoditas mentah, melainkan diolah menjadi modal pembangunan berkelanjutan yang memperkuat struktur industri domestik (Satria, 2025). Transformasi ini menandai pergeseran paradigma ekonomi dari resource-based growth menuju knowledge-based and value-added economy, sejalan dengan arah Visi Indonesia Emas 2045 dan agenda green industrialization ASEAN (UN ESCAP, 2025; Weber, 2025).
Dari sisi belanja negara, arah kebijakan APBN 2024–2026 memperlihatkan reallocation for productivity  yaitu pergeseran alokasi dari belanja konsumtif menuju belanja strategis yang berorientasi pada produktivitas jangka panjang. Total belanja negara meningkat dari Rp3.325,1 triliun pada 2024 menjadi Rp3.786,5 triliun dalam RAPBN 2026, namun struktur pengeluarannya semakin terarah pada sektor-sektor fundamental: pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan energi. Pola ini merefleksikan konsep productive fiscal stimulus dalam teori Keynesian modern, di mana pengeluaran publik difokuskan pada penciptaan kapasitas produksi, ketahanan sosial, dan efisiensi ekonomi struktural, bukan semata pada peningkatan konsumsi agregat (Ramesh, 2025). Kebijakan ini memperkuat fungsi distributif dan alokatif fiskal sebagaimana dijelaskan Musgrave (1959), karena belanja diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sosial sekaligus memperluas basis pertumbuhan produktif nasional. Temuan ini konsisten dengan hasil analisis OECD (2024) dan World Bank (Public Expenditure Review Indonesia, 2025) yang menilai reorientasi belanja Indonesia sebagai bentuk fiscal innovation menuju ekonomi berdaya saing tinggi dan inklusif (Grabel, 2024).
Peningkatan alokasi belanja pendidikan dan kesehatan dalam periode 2024–2026 memperkuat transformasi APBN menjadi anggaran investasi sosial (social investment budget). Anggaran pendidikan naik dari Rp665 triliun (2024) menjadi Rp757,8 triliun (RAPBN 2026), sedangkan kesehatan meningkat dari Rp187,5 triliun menjadi Rp244 triliun. Tren ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang pendidikan dan kesehatan bukan sekadar fungsi pelayanan publik, tetapi investasi strategis dalam pembangunan manusia (Darmawan et al., 2024). Kebijakan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan learning outcomes, kesiapan digital, dan literasi finansial sebagai bagian dari strategi human capital competitiveness menghadapi transformasi teknologi global (Hasudungan et al., 2023). Sementara itu, peningkatan belanja kesehatan mencerminkan komitmen terhadap health system resilience, dengan fokus pada transformasi layanan primer, penguatan sistem pembiayaan JKN, dan percepatan penurunan stunting hingga target 14 persen pada 2024, sejalan dengan agenda Indonesia Health Transformation Blueprint 2024–2026 Kementerian Kesehatan (Kemenkes, 2024; UN ESCAP, 2025). Dengan demikian, belanja sosial dalam APBN berfungsi ganda: sebagai instrumen fiskal stabilisasi jangka pendek dan strategi pembangunan manusia jangka panjang, yang memperkokoh fondasi ekonomi berkelanjutan dan berdaya saing global.
Kebijakan perlindungan sosial Indonesia menunjukkan evolusi signifikan dari sekadar program kompensasi menuju model berbasis pemberdayaan (empowerment-based social protection). Anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp508,2 triliun dalam RAPBN 2026 tidak hanya memperluas jangkauan bantuan tunai dan subsidi, tetapi juga mengintegrasikan dimensi pemberdayaan ekonomi, seperti akses permodalan produktif, pelatihan kewirausahaan, dan integrasi dengan ekosistem UMKM digital. Pendekatan ini mencerminkan implementasi teori inclusive growth, di mana perlindungan sosial diposisikan sebagai katalis pembangunan ekonomi partisipatif, bukan sekadar instrumen redistribusi pendapatan (Weber, 2025; Hujo & Fuentes-Nieva, 2024). Secara konseptual, fungsi distributif fiskal di sini bergeser dari redistributive ke productive distributive function karena belanja sosial diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan resiliensi ekonomi kelompok miskin dan rentan. Reformulasi ini selaras dengan temuan UN ESCAP (2025), yang menilai kebijakan sosial berbasis pemberdayaan sebagai ciri utama transformative fiscal policy di kawasan Asia-Pasifik. Lebih lanjut, integrasi program sosial seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Mekaar menjadi bukti sinergi lintas sektor dalam mewujudkan social protection as investment, sebagaimana dikemukakan dalam World Bank Social Protection Review (2024). Dengan demikian, APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat fiskal stabilisasi, tetapi juga mekanisme pembangunan kapasitas manusia yang inklusif dan berkelanjutan.
Dari perspektif pembiayaan dan defisit anggaran, pemerintah menerapkan prinsip sustainable fiscal expansion, yaitu memperluas kapasitas pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko fiskal jangka panjang. Defisit dijaga konsisten di bawah 3 persen terhadap PDB (2,29–2,48 persen), sejalan dengan fiscal consolidation framework yang diterapkan di banyak negara pasca-pandemi. Fokus pembiayaan diarahkan pada skema kreatif dan kolaboratif, seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), serta optimalisasi peran Special Mission Vehicle (SMV) dan Badan Layanan Umum (BLU) dalam sektor-sektor strategis seperti energi, transportasi, dan infrastruktur digital. Kebijakan ini menggambarkan penerapan blended financing model yang banyak diadopsi oleh negara maju untuk meningkatkan efisiensi fiskal dan memperluas ruang pembiayaan pembangunan (Grabel, 2024). Secara teoretis, strategi ini memperkuat prinsip fiscal sovereignty, karena negara mampu membiayai agenda pembangunan prioritas tanpa ketergantungan berlebihan pada pinjaman luar negeri. Model ini konsisten dengan pendekatan endogenous fiscal autonomy yang diperkenalkan oleh Ramesh (2025), di mana kemandirian fiskal menjadi basis legitimasi negara dalam menentukan arah pembangunan nasional. Pendekatan multi-instrumental financing ini juga dinilai oleh [OECD (2024)] sebagai praktik baik dalam mewujudkan fiscal innovation di negara berkembang, terutama dalam konteks integrasi tujuan fiskal dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs financing).
Analisis tematik terhadap dokumen Informasi APBN 2024–2026 menunjukkan adanya pergeseran narasi kebijakan fiskal (policy narrative) yang konsisten dan ideologis. Tema “Transformasi Ekonomi Inklusif” (2024) mencerminkan pendekatan reaktif terhadap ketidakpastian global dan dampak pasca-pandemi, menekankan stabilitas makro dan perlindungan sosial. Tema “Akselerasi Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan” (2025) berkarakter reformis dan pro-investasi, menandai fase transisi menuju growth-oriented fiscal regime. Sementara tema “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” (RAPBN 2026) menandai evolusi ideologis dan strategis, menempatkan kebijakan fiskal sebagai alat politik-ekonomi untuk memperkuat kemandirian nasional dan posisi Indonesia dalam arsitektur ekonomi global (Dorigné-Thomson, 2023; Ramesh, 2025). Pergeseran narasi ini menggambarkan perubahan dari stabilization discourse menuju sovereignty discourse dalam kebijakan fiskal Indonesia. Dengan kata lain, APBN bukan lagi sekadar instrumen teknokratis, tetapi telah menjadi artikulator politik fiskal berdaulat menggabungkan dimensi ekonomi, ideologi, dan diplomasi fiskal nasional. Menurut Satria (2025), fase ini menjadi penanda lahirnya fiscal statecraft di Indonesia: yaitu penggunaan kebijakan fiskal sebagai instrumen kekuasaan negara untuk mengatur dan mengarahkan ekonomi dalam kerangka pembangunan berdaulat.
Dalam kerangka teori klasik Musgrave (1959), hasil analisis ini menggambarkan pergeseran dominasi fungsi fiskal yang dinamis sepanjang periode 2024–2026. Tahun 2024 didominasi oleh fungsi stabilisatif, di mana kebijakan fiskal diarahkan untuk menahan tekanan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat melalui instrumen kompensasi dan pengendalian harga. Tahun 2025 menonjolkan fungsi alokatif, dengan fokus pada efisiensi dan produktivitas belanja publik di sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur digital. Sementara itu, RAPBN 2026 menandai penguatan fungsi distributif melalui ekspansi program perlindungan sosial dan kebijakan pembangunan berdaulat berbasis kemandirian energi-pangan. Pergeseran bertahap ini menunjukkan kematangan siklus kebijakan fiskal Indonesia, yang adaptif terhadap tantangan jangka pendek namun tetap berorientasi pada transformasi struktural jangka panjang. Pola ini sejalan dengan kerangka teori new developmentalism yang menekankan peran aktif negara sebagai arsitek pembangunan, bukan sekadar regulator pasif. Seperti dijelaskan oleh Grabel (2024) dan Ramesh (2025), model fiskal seperti ini memperkuat kedaulatan ekonomi melalui kebijakan yang menjaga stabilitas makro sekaligus menumbuhkan kapasitas produktif domestik (structural competitiveness). Dengan demikian, fungsi-fungsi fiskal Musgrave kini saling terintegrasi secara progresif, menandai pergeseran Indonesia menuju fase adaptive fiscal governance.
Secara empiris, temuan ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan fiskal Indonesia tetap terjaga di tengah tekanan global dan transisi politik domestik menjelang 2026. Pemerintah berhasil menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen PDB (2,29–2,48 persen), menahan rasio utang pada level aman (sekitar 39 persen PDB), serta memperkuat struktur belanja produktif dan efisiensi subsidi. Keberhasilan ini mencerminkan tingkat fiscal discipline yang tinggi tanpa mengorbankan agenda pembangunan sosial dan investasi publik produktif. Dalam perspektif global, hal ini menandai transisi Indonesia menuju fase fiscal maturity, sebagaimana dikonsepkan oleh Hujo & Fuentes-Nieva (2024): tahap di mana kebijakan fiskal berfungsi bukan hanya sebagai penopang stabilitas, tetapi juga sebagai alat strategis untuk memperkuat daya saing nasional dan mengurangi ketergantungan eksternal. Studi UN ESCAP (2025) juga mencatat bahwa kredibilitas fiskal Indonesia yang terjaga selama periode pasca-pandemi memperkuat posisi negara dalam iklim investasi Asia Tenggara. Kestabilan fiskal yang inklusif ini meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat sovereign credit rating Indonesia, sebagaimana dilaporkan oleh Fitch dan Moody’s pada 2025. Dengan demikian, konsistensi kebijakan fiskal selama periode transisi politik menegaskan kemampuan pemerintah untuk menyeimbangkan stabilitas makroekonomi dan keberlanjutan sosial-ekonomi, sebuah karakteristik penting dari negara dengan tata kelola fiskal matang dan kredibel (fiscal governance maturity).
Secara keseluruhan, hasil analisis menegaskan bahwa periode 2024–2026 merupakan fase strategis konsolidasi dan kedaulatan fiskal Indonesia. APBN tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat stabilisasi, tetapi telah berevolusi menjadi instrumen pembangunan multidimensi yang mengintegrasikan efisiensi fiskal, keberlanjutan sosial, dan nasionalisme ekonomi. Dengan menempatkan pembangunan manusia serta kemandirian energi dan pangan sebagai pilar utama, arah kebijakan fiskal Indonesia bergerak menuju model pembangunan berdaulat (sovereignty-oriented fiscal model) yang menyeimbangkan antara otonomi fiskal dan tanggung jawab sosial.
Model ini mencerminkan paradigma developmental state yang diperbarui  dimana negara menggunakan kebijakan fiskal sebagai alat politik ekonomi strategis untuk memperkuat kapasitas domestik dan memperluas ruang fiskal jangka panjang (Satria, 2025). Pendekatan ini juga relevan bagi negara berkembang lain, khususnya di kawasan Asia dan Afrika, yang berupaya menavigasi antara stabilitas fiskal, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi di tengah realitas post-globalization (Weber, 2025). Dengan demikian, studi ini menempatkan Indonesia sebagai kasus rujukan bagi praktik fiscal statecraft di negara berkembang, di mana kebijakan fiskal berfungsi ganda: sebagai instrumen ekonomi nasional dan instrumen kedaulatan negara. Dalam konteks inilah, konsolidasi fiskal 2024–2026 dapat dipandang bukan sekadar sebagai kebijakan keuangan negara, melainkan sebagai manifestasi ideologi pembangunan berdaulat dalam tata kelola fiskal global.


SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia periode 2024–2026 mengalami transformasi struktural yang signifikan, beralih dari counter-cyclical recovery policy menuju kerangka kebijakan fiskal berorientasi pembangunan dan kedaulatan nasional (developmental and sovereignty-oriented fiscal framework). Pergeseran ini menandai evolusi fungsi fiskal nasional dari stabilisatif pada 2024 menuju alokatif dan distributif pada 2025–2026, sebagaimana dijelaskan dalam model tiga fungsi fiskal Musgrave (1959). Transformasi tersebut tercermin melalui disiplin defisit di bawah 3 persen PDB, reformasi dan digitalisasi perpajakan, serta pergeseran belanja publik ke sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, energi hijau, dan ketahanan pangan. Pola ini menunjukkan kematangan tata kelola fiskal adaptif yang menyeimbangkan stabilitas makroekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan kemandirian nasional. Secara teoretis, hasil ini memperkuat relevansi developmental fiscal policy dalam konteks negara berkembang yang berupaya membangun kedaulatan ekonomi melalui instrumen fiskal yang kredibel dan inklusif.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis hanya berfokus pada dokumen kebijakan fiskal makro (Informasi APBN dan RAPBN), sehingga belum mengkaji secara empiris implementasi kebijakan di tingkat sektoral dan regional. Kedua, pendekatan kualitatif-deskriptif komparatif yang digunakan belum memungkinkan pengukuran kuantitatif terhadap dampak kebijakan fiskal terhadap indikator pembangunan seperti ketimpangan pendapatan, produktivitas, atau pertumbuhan hijau. Ketiga, periode pengamatan 2024–2026 bersifat terbatas dan belum mencakup dinamika jangka menengah yang mungkin muncul akibat perubahan geopolitik dan ekonomi global.
Studi selanjutnya disarankan mengombinasikan analisis kualitatif dan kuantitatif melalui fiscal impact modeling atau computable general equilibrium (CGE) guna mengukur efek kebijakan secara lebih komprehensif. Pemerintah perlu melanjutkan reformasi perpajakan digital, memperkuat kepatuhan wajib pajak, serta memperluas basis penerimaan negara bukan pajak berbasis sumber daya berkelanjutan. Selain itu, efisiensi transfer ke daerah perlu ditingkatkan melalui performance-based transfer agar manfaat fiskal lebih merata. Penerapan result-based budgeting dan integrasi kebijakan fiskal hijau serta inklusi sosial penting untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang. Ke depan, inovasi pembiayaan seperti blended finance dan green bonds perlu diperluas untuk memperkuat ekosistem pembiayaan pembangunan nasional. Dengan demikian, kebijakan fiskal Indonesia dapat berfungsi sebagai instrumen tata kelola adaptif (adaptive fiscal governance) yang mendukung pembangunan berdaulat, berkelanjutan, dan inklusif menuju Visi Indonesia Emas 2045.
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	ABSTRACT
This study examines the transformation of Indonesia’s fiscal policy direction during the 2024–2026 period in the post COVID-19 transition phase. This shift reflects a paradigm change from a counter-cyclical recovery policy toward fiscal governance oriented toward national development and sovereignty. The research employs a qualitative–descriptive and comparative approach through document analysis of Informasi APBN 2024–2025 and the 2026 Draft State Budget (RAPBN) issued by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The findings reveal a structural transformation in fiscal policy, marked by maintaining the deficit below 3 percent of GDP, implementing tax reform and digitalization, and reallocating public expenditure toward productive sectors such as education, health, green energy, and food security. Based on Musgrave’s (1959) theory, fiscal functions evolved from stabilizing to allocative and distributive. The results indicate growing maturity in adaptive fiscal governance. This study contributes empirically to the literature on fiscal governance in developing countries.

	
	
	
ABSTRAK
Penelitian ini menelaah transformasi arah kebijakan fiskal Indonesia periode 2024–2026 dalam masa transisi pasca-pandemi COVID-19. Pergeseran ini mencerminkan perubahan paradigma dari kebijakan pemulihan counter-cyclicalmenuju tata kelola fiskal yang berorientasi pada pembangunan dan kedaulatan nasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif komparatif melalui analisis dokumen Informasi APBN 2024–2025 dan RAPBN 2026 yang diterbitkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan transformasi struktural kebijakan fiskal yang ditandai oleh disiplin defisit di bawah 3 persen PDB, reformasi dan digitalisasi perpajakan, serta pergeseran belanja publik ke sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, energi hijau, dan ketahanan pangan. Berdasarkan teori Musgrave (1959), fungsi fiskal berevolusi dari stabilisatif ke alokatif dan distributif. Temuan ini menegaskan kematangan tata kelola fiskal adaptif yang menyeimbangkan stabilitas makro, pembangunan berkelanjutan, dan kemandirian ekonomi. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi penguatan literatur tentang tata kelola fiskal di negara berkembang.



PENDAHULUAN
Lanskap ekonomi global pasca-pandemi COVID-19, dinamika geopolitik, disrupsi rantai pasok, serta fragmentasi perdagangan internasional masih menjadi tantangan utama bagi stabilitas makroekonomi dunia (Gayathri et al., 2024; Yoganandham, 2024). International Monetary Fund (IMF, World Economic Outlook, 2025) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya berkisar 3,0–3,1 persen dalam dua tahun terakhir, mencerminkan pemulihan yang belum merata dan tekanan struktural pada sistem perdagangan multilateral (Luong et al., 2025). Kebijakan fiskal Indonesia menunjukkan dinamika yang menonjol baik dalam orientasi, struktur, maupun prioritas pembangunan. 
Dalam konteks ini, kebijakan fiskal menjadi instrumen utama yang diandalkan berbagai negara untuk menjaga daya tahan ekonomi, melindungi kelompok rentan, serta mendorong pertumbuhan jangka menengah melalui investasi publik yang produktif (Ekasari et al., 2025; Touat, 2024). Indonesia, sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, menghadapi tantangan serupa untuk menyeimbangkan antara stabilitas fiskal dan percepatan pembangunan ekonomi (Anugrah et al., 2024; Indrawati et al., 2024; Yunita Ulani & Aprirachman, 2025). Sejak masa pandemi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan sebagai shock absorber yang efektif dalam menjaga daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi nasional (Kacaribu & Crystallin, 2025)). Namun, memasuki periode pasca-pandemi, fungsi APBN mengalami reposisi strategis dari sekadar alat stabilisasi menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan (Indrawati et al., 2024; Judijanto & Muthalib, 2025)
Pemerintah mulai menata kembali ruang fiskal dengan menjaga defisit di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara (Khairi, 2024). Pada saat yang sama, arah kebijakan fiskal didorong untuk memperbesar porsi belanja produktif di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan energi terbarukan, guna memperkuat pondasi pertumbuhan jangka panjang (Gamal et al., 2024; Mahira & Karjoko, 2024; Trisnantoro, 2022). Reposisi tersebut menandai kembalinya disiplin fiskal yang tetap ekspansif namun terukur (expansionary yet prudent), di mana kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi berkelanjutan dan mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) nasional (Hidayat et al., 2021; Yunita Ulani & Aprirachman, 2025).
Periode 2024–2026 menjadi fase transisi penting dalam konsolidasi fiskal Indonesia, yang menandai perubahan orientasi dari penanganan krisis menuju pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Peralihan dari rezim kebijakan krisis menuju kerangka pembangunan jangka Panjang yang berkelanjutan. Dalam literatur ekonomi, masa transisi pasca-pandemi diakui sebagai windows of restructuring, yaitu fase ketika negara-negara mulai mengalihkan fokus dari counter-cyclical stimulus menuju reformasi fiskal struktural yang lebih permanen guna memperkuat ketahanan fiskal dan memperluas ruang pembangunan (An, 2022; O’Reilly et al., 2020).  Studi komparatif Asia menunjukkan bahwa periode pasca-pandemi merupakan momentum kritis bagi negara berkembang untuk menata ulang prioritas fiskal menuju transformasi hijau, digitalisasi, dan penguatan perlindungan sosial (Abdullah et al., 2023; Go et al., 2024).
Dalam konteks Indonesia, transisi 2024–2026 memiliki bobot strategis karena bertepatan dengan berakhirnya fase extraordinary fiscal measures era COVID-19, pemulihan disiplin defisit kembali ke batas 3 persen PDB, serta penyelarasan APBN dengan kerangka RPJPN 2025–2045. Literatur menegaskan bahwa konsolidasi fiskal yang dilakukan tepat pada fase transisi politik dan ekonomi memiliki dampak besar terhadap kredibilitas fiskal jangka menengah, stabilitas makro, dan persepsi risiko negara (Lami et al., 2021; Y. Yang et al., 2023). Pada saat yang sama, kebutuhan untuk mengalihkan orientasi fiskal dari crisis management menuju developmental fiscal policy sejalan dengan temuan akademik bahwa belanja produktif, investasi hijau, dan penguatan sistem perlindungan sosial merupakan fondasi pertumbuhan inklusif pasca-pandemi (Indrawati et al., 2024; Judijanto, 2025) 
Beberapa penelitian memperkuat urgensi fase ini. Pemulihan Indonesia membutuhkan konsolidasi fiskal yang bersifat struktural, bukan sekadar respons jangka pendek (Ulani & Aprirachman, 2025). Sementara itu, fungsi APBN sebagai stabilisator harus berkembang menjadi instrumen pembangunan sosial dan ekonomi (Mulyawan & Alia, 2020). Dengan demikian, periode 2024–2026 bukan hanya masa transisi administratif, tetapi merupakan titik balik paradigmatik ketika kebijakan fiskal Indonesia mulai menempatkan pembangunan inklusif, transformasi hijau, dan penguatan ketahanan nasional sebagai prioritas utama (Indrawati et al., 2024; Judijanto, 2025)
Tema APBN 2024, yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” mencerminkan orientasi awal pemerintah dalam mengonsolidasikan kebijakan fiskal pasca-pandemi dengan menyeimbangkan stabilitas makro dan pemulihan sosial. Fokus kebijakan diarahkan pada pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta percepatan investasi produktif di sektor strategis seperti pendidikan dan infrastruktur berwawasan lingkungan (Kacaribu & Crystallin, 2025). Tahun 2024 menjadi pondasi penting dalam transisi dari counter-cyclical fiscal responsemenuju kebijakan pembangunan yang lebih struktural. Korelasi antara ketiga tahun fiskal tersebut dapat dilihat sebagai tahapan bertingkat dalam proses transformasi fiskal Indonesia pasca-COVID-19. Pada APBN 2025, tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” merepresentasikan fase percepatan dari agenda yang dimulai pada 2024. Penekanan bergeser dari sekadar menstabilkan perekonomian menjadi peningkatan kualitas belanja negara, penguatan pembangunan sumber daya manusia unggul, serta dorongan menuju ekonomi hijau sebagai respon jangka menengah terhadap krisis iklim dan tekanan fiskal global (Skidelsky, 2020) Pada tahap ini, pemerintah mulai mengintegrasikan prinsip fiscal efficiency dan green transition ke dalam kerangka pembangunan nasional.
Selanjutnya, RAPBN 2026 mengusung tema “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi”, yang menjadi kulminasi dari arah transformasi fiskal tersebut. Jika 2024 adalah titik awal dan 2025 merupakan fase akselerasi, maka 2026 menandai konsolidasi ideologis dan strategis kebijakan fiskal Indonesia, dengan fokus pada penguatan kemandirian nasional. Arah kebijakan fiskal ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan ekonomi melalui strategi diversifikasi energi domestik, peningkatan kapasitas produksi nasional, dan bioenergi berbasis kelapa sawit, yang menjadi pilar baru keamanan fiskal dan ekonomi Indonesia (Halimanjaya, 2019; Purwoko & Wibowo, 2020)
Dengan demikian, ketiga tema APBN tersebut membentuk satu kesatuan naratif yang saling terkait, menggambarkan evolusi kebijakan fiskal dari reaktif terhadap krisis menuju transformatif dan berdaulat. Hal ini sejalan dengan pendekatan adaptive fiscal governance, di mana kebijakan fiskal pasca-pandemi tidak hanya bersifat restoratif, tetapi juga transformatif dalam membangun ekonomi nasional yang tangguh, inklusif, dan mandiri.
Pergeseran tematik tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan transisi paradigma kebijakan fiskal Indonesia dari orientasi counter-cyclical menuju developmental and sovereignty-oriented fiscal policy. Transformasi ini menandai reposisi peran negara dari stabilisator pasif menjadi aktor utama pembangunan struktural dan kemandirian ekonomi nasional (Indrawati et al., 2024; Judijanto, 2025) Dalam konteks ini, kebijakan fiskal Indonesia tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai alat penstabil makroekonomi, melainkan sebagai motor transformasi struktural menuju perekonomian yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global. Kebijakan tersebut berakar pada agenda Visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan pembangunan manusia unggul, penguasaan sumber daya strategis, dan kedaulatan ekonomi nasional sebagai pilar utama pembangunan jangka panjang (Kacaribu & Crystallin, 2025) Dengan demikian, APBN kini berfungsi bukan sekadar instrumen teknokratis, tetapi juga artikulator politik ekonomi nasional, merefleksikan kedaulatan fiskal dan arah strategis pembangunan bangsa dalam menghadapi dinamika global dan tekanan geopolitik yang kian kompleks (Bondarenco, 2025; Mahira & Karjoko, 2024)
Dari sisi implementasi fiskal, kesinambungan kebijakan pemerintah tercermin dalam disiplin defisit anggaran dan peningkatan kualitas belanja publik. Ketiga dokumen APBN menunjukkan tren defisit yang konsisten di bawah 3 persen terhadap PDB yaitu 2,29 persen pada 2024, 2,53 persen pada 2025, dan 2,48 persen dalam RAPBN 2026 yang mencerminkan keberhasilan pemerintah menjaga kredibilitas fiskal tanpa mengorbankan ekspansi pembangunan (Hafel & Ibrahim, 2024; Norrahman, 2024) Selain itu, komposisi belanja negara terus mengalami pergeseran ke arah productive spending, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan energi, dan perlindungan sosial, yang berfungsi sebagai social investment untuk memperkuat modal manusia dan inklusivitas ekonomi nasional (Ela, 2025; Afkar et al, 2020; Cahya et al, 2024)
Secara empiris, studi OECD Economic Outlook on Indonesia menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang semakin produktif memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan PDB dan penguatan daya saing jangka panjang, sekaligus mengurangi ketimpangan regional dan meningkatkan efisiensi belanja publik (Cepparulo & Mourre, 2022; Iskandar et al., 2019). Tren ini diperkuat melalui reformasi APBN 2026 yang mengintegrasikan pendekatan “fiscal-green and social analysis”, menghubungkan agenda transisi menuju carbon neutrality dengan kebijakan perlindungan sosial yang inklusif, mencerminkan sinergi antara sustainability dan social justice dalam desain fiskal Indonesia modern (Ela, 2025)
Meskipun berbagai studi telah menyoroti peran APBN dalam mendukung pemulihan ekonomi selama pandemi, penelitian yang menelaah pergeseran arah kebijakan fiskal pasca-pandemi, khususnya periode 2024–2026, masih relatif terbatas. Sebagian besar kajian berfokus pada efektivitas stimulus fiskal, reformasi perpajakan, atau penanganan krisis kesehatan, tanpa mengulas secara mendalam perubahan paradigma kebijakan fiskal dalam konteks kemandirian ekonomi nasional (Patra, 2025; Pulipaka et al., 2023) 
Padahal, periode transisi ini sangat strategis karena menjadi landasan perumusan arah kebijakan fiskal menengah Indonesia menuju pemerintahan baru dan tahapan awal menuju Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang menggarisbawahi transformasi ekonomi, ketahanan pangan-energi, dan pembangunan manusia unggul sebagai fondasi kemandirian ekonomi. Kekosongan literatur ini menunjukkan adanya celah riset (research gap) dalam diskursus ilmiah tentang evolusi kebijakan fiskal Indonesia pasca-krisis global, yang belum banyak menyoroti dimensi politik-ekonomi dan transisi paradigma dari counter-cyclical ke developmental and sovereignty-oriented fiscal policy. 
Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola perubahan arah kebijakan fiskal Indonesia pada periode 2024–2026 melalui analisis deskriptif-komparatif terhadap dokumen resmi Informasi APBN dan RAPBN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Analisis ini tidak hanya berfokus pada aspek nominal atau struktural anggaran, tetapi juga menelaah narasi tematik dan orientasi kebijakan fiskal yang mencerminkan pergeseran paradigma dari counter-cyclical menuju developmental and sovereignty-oriented fiscal policy.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Paradigma Kebijakan Fiskal dalam Konteks Pasca-Pandemi
Pandemi COVID-19 telah menjadi titik balik (inflection point) dalam tata kelola ekonomi global dan nasional (Chohan, 2020). Pada konteks Indonesia, pandemi mendorong reposisi kebijakan fiskal dari peran tradisionalnya sebagai counter-cyclical stabilizer menuju instrumen transformasi struktural dan ketahanan nasional (Ramesh, 2025) Kebijakan fiskal pasca-pandemi tidak hanya berfungsi menahan gejolak ekonomi, tetapi juga menjadi alat untuk membangun fondasi ekonomi berkelanjutan, dengan orientasi pada inclusive recovery, ketahanan sosial, dan transisi energi hijau (UN ESCAP, 2025). Kedua Pendekatan ini dapat mendorong ekonomi yang lebih tangguh, memastikan bahwa upaya pemulihan tidak hanya inklusif tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga selaras dengan tujuan keberlanjutan global. Selain itu, ketika negara-negara menavigasi fase pemulihan yang kompleks ini, pentingnya kolaborasi regional dan berbagi pengetahuan menjadi yang terpenting, memungkinkan negara-negara untuk belajar dari keberhasilan dan tantangan masing-masing dalam menerapkan strategi fiskal yang efektif (Leong et al., 2024).
Negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan inklusivitas pertumbuhan dengan disiplin fiskal, yang sering kali bersinggungan dengan agenda dekarbonisasi dan adaptasi iklim (M. Weber et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa sustainable fiscal management menjadi pondasi utama bagi stabilitas jangka panjang di era pasca-pandemi . Dengan demikian, paradigma fiskal pasca-pandemi di Indonesia tidak lagi berorientasi jangka pendek, melainkan diarahkan untuk membentuk kedaulatan ekonomi (fiscal sovereignty) melalui diversifikasi pendapatan, efisiensi belanja, dan penguatan kapasitas institusional fiskal.

Pergeseran Menuju Developmental dan Sovereignty-Oriented Fiscal Policy
Transformasi arah kebijakan fiskal Indonesia periode 2024–2026 mencerminkan pergeseran paradigma dari krisis menuju pembangunan berdaulat. Konsolidasi fiskal Indonesia berorientasi pada structural upgrading, investasi hijau, dan peningkatan kapasitas SDM nasional. Kebijakan ini memperkuat legitimasi negara dalam pembangunan, menempatkan APBN sebagai instrumen politik-ekonomi untuk mendukung kemandirian strategis dan daya tahan fiskal jangka panjang (Hafel & Ibrahim, 2024; Judijanto & Muthalib, 2025). 
Peran Indonesia sebagai Asian developmental power yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kepemilikan sumber daya strategis (Dorigné-Thomson, 2023a). Dalam konteks ini, developmental and sovereignty-oriented fiscal policy menjadi refleksi dari kemampuan negara mempertahankan otonomi fiskal di tengah arsitektur ekonomi global yang kian terfragmentasi. Kebijakan fiskal Indonesia kini dikaitkan pula dengan pembangunan berkelanjutan dan pergeseran kontrak sosial fiskal. Sebagai upaya menuju fair fiscal contract, dimana pemerintah memperkuat legitimasi fiskal dengan menyeimbangkan antara redistribusi sosial dan efisiensi ekonomi (Hujo & Fuentes-Nieva, 2024).
Literatur Empiris dan Research Gap
Kajian empiris menunjukkan bahwa periode 2024–2026 menjadi masa krusial bagi konsolidasi dan inovasi fiskal Indonesia. Transformasi fiskal di Indonesia merupakan respons adaptif terhadap tekanan global dan kebutuhan internal untuk memperkuat inclusive growth (Crystallin, 2022). Negara-negara ASEAN mulai mengembangkan adaptive fiscal strategies dengan mengintegrasikan fungsi stabilisasi dan transformasi sosial dalam kebijakan fiskal pasca-pandemi (M. Weber et al., 2022).
Namun, pendekatan yang digunakan dalam sebagian besar studi cenderung terfragmentasi. Misalnya, studi Indrawati et al., (2024) dan (Judijanto, 2025) fokus pada efektivitas kebijakan fiskal selama pandemi, tetapi belum mengulas secara sistematis evolusi peran APBN sebagai instrumen pembangunan berdaulat pasca-pandemi. Demikian pula, studi (Grabel, 2024) dan (Hujo & Fuentes-Nieva, 2024) menyoroti pentingnya perluasan fiscal space melalui inovasi pembiayaan dan penguatan kapasitas fiskal di negara berkembang. Namun, masih minim kajian yang secara eksplisit menjelaskan bagaimana strategi ini diimplementasikan secara konkret dalam dokumen fiskal Indonesia, khususnya dalam kerangka Visi Indonesia Emas 2045.
Beberapa penelitian lainnya membahas reformasi perpajakan (Putri & Najicha, 2021; Supriadi, 2024) kebijakan perlindungan sosial (Ela, 2025; UN ESCAP, 2025) serta penguatan fiskal daerah (Afkar et al., 2020) tetapi belum mengaitkannya secara langsung dengan perubahan naratif dan ideologis dalam APBN, dari counter-cyclical response menuju developmental and sovereignty-oriented fiscal policy. Di sisi lain, pendekatan berbasis dokumen APBN yang mengkaji narasi tematik dan arsitektur kebijakan secara longitudinal masih sangat jarang digunakan dalam literatur fiskal nasional, meskipun praktik ini umum dilakukan dalam analisis kebijakan publik di tingkat internasional (Idrus, 2024; Prayoga, 2022).
Oleh karena itu, celah penelitian (research gap) yang jelas terlihat adalah absennya studi yang memadukan pendekatan deskriptif-komparatif berbasis dokumen fiskal (Informasi APBN dan RAPBN) dengan kerangka teori fiskal pembangunan dan kedaulatan negara. Studi ini berupaya menjawab celah tersebut dengan menelaah arah kebijakan fiskal Indonesia tahun 2024–2026 sebagai bentuk transformasi paradigma fiskal menuju model pembangunan berdaulat yang adaptif dan inklusif. Pendekatan ini tidak hanya menyasar struktur nominal dan teknokratis anggaran, tetapi juga menafsirkan logika ideologis, narasi politik fiskal, dan korelasi kebijakan dengan pembangunan jangka panjang nasional.

METODE PENELITIAN
Pendekatan dan Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain komparatif,  yang secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pola perubahan arah kebijakan fiskal nasional Indonesia pada periode 2024–2026. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam atas dokumen kebijakan yang tidak hanya mencerminkan angka dan struktur belanja negara, tetapi juga mengandung narasi, logika kebijakan, dan kerangka ideologis yang menyertainya.
Secara teknis, pendekatan kualitatif-deskriptif bekerja dengan menganalisis isi (content) dan konteks (context) dokumen resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Proses ini dilakukan melalui pembacaan mendalam (close reading) terhadap teks dokumen guna mengidentifikasi tujuan kebijakan, alokasi anggaran, serta tema strategis yang diusung setiap tahun. Data yang dikumpulkan meliputi kutipan langsung, tema naratif, serta pernyataan kebijakan dari bagian pendahuluan dan ringkasan eksekutif dokumen. Tujuan dari tahap ini adalah membangun pemahaman interpretatif terhadap arah kebijakan fiskal Indonesia yang tidak dapat direduksi hanya pada angka-angka makro.
Sementara itu, desain komparatif diterapkan dengan membandingkan isi ketiga dokumen APBN tahun anggaran 2024, 2025, dan Rencana APBN 2026. Perbandingan dilakukan secara longitudinal untuk menilai konsistensi, pergeseran fokus, dan perubahan struktur belanja serta narasi fiskal antar tahun. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati perubahan secara bertahap dan mengidentifikasi evolusi kebijakan yang bersifat paradigmatik, yakni transisi dari counter-cyclical policy menuju developmental and sovereignty-oriented fiscal policy. Analisis komparatif juga digunakan untuk menilai bagaimana perubahan tema dan orientasi fiskal tersebut dikaitkan dengan agenda pembangunan nasional jangka panjang (RPJPN 2025–2045).
Secara keseluruhan, pendekatan ini mengacu pada model analisis kebijakan publik berbasis dokumen atau policy content analysis, sebagaimana dikembangkan dalam studi-studi kebijakan fiskal kontemporer (Ramesh, 2025; Weber, 2025) Model ini menekankan pada interpretasi atas konten tertulis dari dokumen kebijakan sebagai sumber utama data, dengan memperhatikan struktur naratif, indikator fiskal, serta dimensi ideologis yang muncul dari formulasi kebijakan publik. Keunggulan pendekatan ini terletak pada kemampuannya menafsirkan kebijakan tidak hanya sebagai data, tetapi sebagai teks politik yang merepresentasikan dinamika kekuasaan, visi pembangunan, dan prioritas nasional suatu negara.

Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah, khususnya tiga publikasi utama Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Anggaran, yaitu: (1) Informasi APBN Tahun Anggaran 2024 (Kemenkeu, 2023), (2) Informasi APBN Tahun Anggaran 2025 (Kemenkeu, 2024), dan (3) Siaran Pers RAPBN Tahun Anggaran 2026 – SP-19/KLI/2025 (Kemenkeu, 2025).  Dokumen-dokumen tersebut dipilih karena memiliki status sebagai data primer institusional dan dianggap mewakili posisi fiskal resmi negara secara komprehensif, aktual, dan valid. Seluruh data bersifat terbuka (open government data) dan dapat diverifikasi melalui situs resmi Kementerian Keuangan, menjadikannya sumber yang kredibel dalam studi kebijakan publik berbasis dokumen.
Untuk memperjelas cakupan data yang dikaji, berikut disajikan Tabel 1 sebagai rangkuman:
Tabel 1. Sumber dan Jenis Informasi yang Dikaji dalam Dokumen APBN 2024–2026
	Dokumen
	Jenis Informasi yang Diambil

	Informasi 
APBN 2024
	Struktur pendapatan dan belanja; defisit; prioritas pembangunan nasional 2024; tema dan narasi kebijakan fiskal tahun 2024

	Informasi 
APBN 2025
	Perubahan komposisi belanja; arah kebijakan fiskal 2025; reformasi perpajakan; pembangunan SDM; transisi energi; investasi produktif

	Siaran 
Pers RAPBN 2026
	Tema kedaulatan ekonomi; strategi pembiayaan; kebijakan bioenergi dan pangan; narasi kemandirian fiskal dan ketahanan strategis nasional

	Nota Keuangan 
& Pidato Menteri
	Justifikasi kebijakan; argumentasi politik fiskal; penyampaian arah kebijakan jangka menengah; koneksi dengan Visi Indonesia Emas 2045


Sumber: Penulis, 2025
Secara teknis, unit analisis dalam penelitian ini terdiri dari empat komponen utama dalam struktur APBN, yaitu: 1. Pendapatan Negara yaitu Penerimaan perpajakan (PPh, PPN, cukai), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah internasional (jika tersedia). 2. Belanja Negara yaitu Belanja Pemerintah Pusat (fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). 3. Defisit dan Pembiayaan Anggaran yaitu Proporsi defisit terhadap PDBdan Sumber pembiayaan: utang, SBN, investasi, dan Saldo Anggaran Lebih (SAL). 4. Prioritas dan Fokus Tematik Kebijakan Fiskal yaitu Tema APBN tahunan, Arah kebijakan dan strategi pembangunan, Program strategis nasional dan orientasi ideologis fiscal.
Keempat dimensi tersebut dikaji untuk mengungkap arah, rasionalitas, dan logika fiskal yang mendasari perumusan APBN setiap tahun. Penelaahan tidak hanya dilakukan terhadap nilai-nilai agregat fiskal, tetapi juga terhadap perubahan naratif, ideologi pembangunan, serta konsistensinya dengan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Visi Indonesia Emas 2045 (Putra & Satria, 2025; UN ESCAP, 2025)
Prosedur Analisis Data
Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama:
1. Reduksi data, yaitu ekstraksi informasi kuantitatif dan kualitatif dari dokumen resmi, termasuk nilai agregat pendapatan, belanja, defisit, serta narasi kebijakan dan tema strategis setiap tahun;
2. Kategorisasi tematik, yakni pengelompokan konten berdasarkan tiga fungsi fiskal yaitu alokatif, distributif, dan stabilisatif berdasarkan teori Musgrave (1959) serta model counter-cyclical fiscal framework;
3. Analisis komparatif longitudinal, yaitu membandingkan perubahan struktur, arah kebijakan, dan intensi fiskal dari tahun ke tahun untuk mengidentifikasi pola evolusi kebijakan dan transformasi paradigma fiskal nasional.
Pendekatan ini mengintegrasikan kerangka teoritis dari Hujo & Fuentes-Nieva, (2024) mengenai fair fiscal contracts dan Grabel, (2024) tentang expanding fiscal space dalam konteks ekonomi berkembang.
Validitas dan Reliabilitas Data
Keabsahan hasil analisis dijaga melalui triangulasi sumber dan konsep. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan isi antar-dokumen APBN, Nota Keuangan, dan pernyataan resmi pemerintah dalam konferensi pers tahunan. Triangulasi konsep dilakukan dengan membandingkan hasil temuan empiris dengan teori-teori tentang sustainable fiscal policy, inclusive fiscal policy, dan sovereignty-oriented fiscal policy. Untuk memastikan kredibilitas dan konsistensi analisis, penelitian ini menerapkan audit trail dokumen dan peer debriefing dengan akademisi di bidang ekonomi publik dan kebijakan fiskal, sebagaimana direkomendasikan oleh (Weber, 2025) dalam studi kualitatif fiskal ASEAN.

Teknik Analisis dan Interpretasi
Analisis data bersifat deskriptif-interpretatif, menekankan pada pemaknaan naratif atas arah dan tujuan kebijakan fiskal ketimbang pengujian kausal kuantitatif. Data kuantitatif APBN (dalam triliun rupiah) digunakan sebagai basis pembacaan tren struktural, namun fokus utama diarahkan pada pola ideologis dan tematik yang mencerminkan pergeseran orientasi kebijakan fiskal nasional. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menampilkan perubahan numerik dalam postur fiskal, tetapi juga menafsirkan rasionalitas kebijakan dan ideologi pembangunan fiskal berdaulat yang melatarbelakanginya (Ramesh, 2025; Yang & Weiguang, 2025).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Analisis terhadap dokumen Informasi APBN 2024–2025 dan RAPBN 2026 menunjukkan adanya pola evolusi yang konsisten dalam arah kebijakan fiskal nasional. Pemerintah Indonesia secara bertahap menggeser orientasi kebijakan dari fungsi counter-cyclical yang dominan selama masa krisis COVID-19 menuju peran yang lebih developmental dan strategis (Ramesh, 2025). Tahun 2024 menandai fase konsolidasi fiskal dengan tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, yang menitikberatkan pada pengendalian inflasi, penguatan perlindungan sosial, serta reformasi struktural di sektor energi dan pangan. Selanjutnya, tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dalam APBN 2025 mempertegas orientasi fiskal produktif yang berfokus pada transformasi ekonomi hijau, peningkatan investasi SDM, dan pemerataan pembangunan regional. Adapun RAPBN 2026, dengan tema “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi,” menjadi representasi dari sovereignty-oriented fiscal policy, yakni pergeseran menuju kemandirian fiskal yang berkelanjutan dan berbasis nilai strategis nasional (Dorigné-Thomson, 2023b; Yang & Weiguang, 2025).
Konsistensi tema-tema APBN tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara stabilitas makroekonomi dan transformasi struktural, sekaligus menjawab tantangan global berupa fragmentasi perdagangan dan perubahan iklim (UN ESCAP, 2025). Pergeseran arah kebijakan fiskal Indonesia mencerminkan bentuk transformasi negara dalam tata kelola fiskal (state transformation in fiscal governance), yakni perubahan paradigma dari negara reaktif terhadap krisis menuju negara proaktif dalam membangun kapasitas produktif dan ketahanan ekonomi.
Secara historis, APBN 2024 menjadi titik balik dari rezim kebijakan fiskal darurat (2020–2023) ke fase pembangunan yang berimbang dan berkelanjutan (Weber, 2025). Pemerintah berhasil mengembalikan defisit anggaran di bawah 3 persen PDB, sejalan dengan penerapan prinsip fiscal rule yang prudent namun ekspansif secara selektif, sebagaimana direkomendasikan oleh OECD dan IMF dalam laporan kebijakan fiskal Asia Tenggara (2024). Kebijakan ini menandai terbentuknya fiscal credibility baru, di mana prudence fiskal tidak lagi bertentangan dengan growth-oriented spending, melainkan menjadi dasar untuk inclusive recovery. Hal ini selaras dengan konsep developmental fiscal state, di mana negara memainkan peran sentral dalam membangun daya saing ekonomi melalui pembiayaan publik yang terarah dan produktif (Grabel, 2024; Hujo & Fuentes-Nieva, 2024).
Dari sisi pendapatan negara, tren kenaikan yang konsisten selama periode 2024–2026 menunjukkan keberhasilan reformasi mobilisasi penerimaan negara pasca-implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Total pendapatan meningkat dari Rp2.802,3 triliun pada 2024 menjadi Rp3.147,7 triliun pada 2026, dengan kontribusi penerimaan pajak yang semakin dominan. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak digital memperluas basis wajib pajak tanpa mengorbankan iklim investasi, sejalan dengan strategi broadening tax base (Mpofu, 2023). Kebijakan ini mencerminkan optimalisasi fungsi stabilisatif dan alokatif fiskal, di mana pemerintah menyeimbangkan antara mobilisasi penerimaan dengan dukungan terhadap pertumbuhan jangka panjang. Lebih jauh, peningkatan tax buoyancy juga menjadi indikator keberhasilan fiskal inklusif (inclusive fiscal policy) yang mendukung redistribusi sosial dan penguatan daya beli masyarakat (Putra & Satria, 2025a; Ramesh, 2025)
Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Rp492 triliun (2024) menjadi Rp455 triliun pada RAPBN 2026 menunjukkan adanya reorientasi kebijakan menuju pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan efisiensi pengelolaan aset negara. Meskipun nominalnya mengalami sedikit penyesuaian, proporsi PNBP terhadap total pendapatan negara tetap menunjukkan tren stabil, menandakan pergeseran dari ketergantungan terhadap komoditas primer menuju model pengelolaan nilai tambah nasional (Hujo & Fuentes-Nieva, 2024) Kebijakan hilirisasi mineral dan pengembangan industri berbasis nikel, tembaga, serta energi baru terbarukan menjadi bagian dari strategi natural capital transformation, dimana sumber daya alam tidak lagi dieksploitasi sebagai komoditas mentah, melainkan diolah menjadi modal pembangunan berkelanjutan yang memperkuat struktur industri domestik (Putra & Satria, 2025). Transformasi ini menandai pergeseran paradigma ekonomi dari resource-based growth menuju knowledge-based and value-added economy, sejalan dengan arah Visi Indonesia Emas 2045 dan agenda green industrialization ASEAN (UN ESCAP, 2025; Weber, 2025).
Dari sisi belanja negara, arah kebijakan APBN 2024–2026 memperlihatkan reallocation for productivity  yaitu pergeseran alokasi dari belanja konsumtif menuju belanja strategis yang berorientasi pada produktivitas jangka panjang. Total belanja negara meningkat dari Rp3.325,1 triliun pada 2024 menjadi Rp3.786,5 triliun dalam RAPBN 2026, namun struktur pengeluarannya semakin terarah pada sektor-sektor fundamental: pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan energi. Pola ini merefleksikan konsep productive fiscal stimulus dalam teori Keynesian modern, di mana pengeluaran publik difokuskan pada penciptaan kapasitas produksi, ketahanan sosial, dan efisiensi ekonomi struktural, bukan semata pada peningkatan konsumsi agregat (Ramesh, 2025). Kebijakan ini memperkuat fungsi distributif dan alokatif fiskal karena belanja diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sosial sekaligus memperluas basis pertumbuhan produktif nasional. Temuan ini konsisten dengan hasil analisis OECD (2024) dan World Bank (2025) yang menilai reorientasi belanja Indonesia sebagai bentuk fiscal innovation menuju ekonomi berdaya saing tinggi dan inklusif (Grabel, 2024).
Peningkatan alokasi belanja pendidikan dan kesehatan dalam periode 2024–2026 memperkuat transformasi APBN menjadi anggaran investasi sosial (social investment budget). Anggaran pendidikan naik dari Rp665 triliun (2024) menjadi Rp757,8 triliun (RAPBN 2026), sedangkan kesehatan meningkat dari Rp187,5 triliun menjadi Rp244 triliun. Tren ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang pendidikan dan kesehatan bukan sekadar fungsi pelayanan publik, tetapi investasi strategis dalam pembangunan manusia (Darmawan et al., 2024). Kebijakan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan learning outcomes, kesiapan digital, dan literasi finansial sebagai bagian dari strategi human capital competitiveness menghadapi transformasi teknologi global (Yang & Weiguang, 2025). Sementara itu, peningkatan belanja kesehatan mencerminkan komitmen terhadap health system resilience, dengan fokus pada transformasi layanan primer, penguatan sistem pembiayaan JKN, dan percepatan penurunan stunting hingga target 14 persen pada 2024, sejalan dengan agenda Indonesia Health Transformation Blueprint 2024–2026 Kementerian Kesehatan (Kemenkes, 2024; UN ESCAP, 2025). Dengan demikian, belanja sosial dalam APBN berfungsi ganda: sebagai instrumen fiskal stabilisasi jangka pendek dan strategi pembangunan manusia jangka panjang, yang memperkokoh fondasi ekonomi berkelanjutan dan berdaya saing global.
Kebijakan perlindungan sosial Indonesia menunjukkan evolusi signifikan dari sekadar program kompensasi menuju model berbasis pemberdayaan (empowerment-based social protection). Anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp508,2 triliun dalam RAPBN 2026 tidak hanya memperluas jangkauan bantuan tunai dan subsidi, tetapi juga mengintegrasikan dimensi pemberdayaan ekonomi, seperti akses permodalan produktif, pelatihan kewirausahaan, dan integrasi dengan ekosistem UMKM digital. Pendekatan ini mencerminkan implementasi teori inclusive growth, di mana perlindungan sosial diposisikan sebagai katalis pembangunan ekonomi partisipatif, bukan sekadar instrumen redistribusi pendapatan (Hujo & Fuentes-Nieva, 2024; Weber, 2025). Secara konseptual, fungsi distributif fiskal di sini bergeser dari redistributive ke productive distributive function karena belanja sosial diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan resiliensi ekonomi kelompok miskin dan rentan. Reformulasi ini selaras dengan temuan UN ESCAP (2025) yang menilai kebijakan sosial berbasis pemberdayaan sebagai ciri utama transformative fiscal policy di kawasan Asia-Pasifik. Lebih lanjut, integrasi program sosial seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Mekaar menjadi bukti sinergi lintas sektor dalam mewujudkan social protection as investment (Wahyudi et al., 2024). Dengan demikian, APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat fiskal stabilisasi, tetapi juga mekanisme pembangunan kapasitas manusia yang inklusif dan berkelanjutan.
Dari perspektif pembiayaan dan defisit anggaran, pemerintah menerapkan prinsip sustainable fiscal expansion, yaitu memperluas kapasitas pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko fiskal jangka panjang. Defisit dijaga konsisten di bawah 3 persen terhadap PDB (2,29–2,48 persen), sejalan dengan fiscal consolidation framework yang diterapkan di banyak negara pasca-pandemi. Fokus pembiayaan diarahkan pada skema kreatif dan kolaboratif, seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), serta optimalisasi peran Special Mission Vehicle (SMV) dan Badan Layanan Umum (BLU) dalam sektor-sektor strategis seperti energi, transportasi, dan infrastruktur digital. Kebijakan ini menggambarkan penerapan blended financing model yang banyak diadopsi oleh negara maju untuk meningkatkan efisiensi fiskal dan memperluas ruang pembiayaan pembangunan (Grabel, 2024). Secara teoretis, strategi ini memperkuat prinsip fiscal sovereignty, karena negara mampu membiayai agenda pembangunan prioritas tanpa ketergantungan berlebihan pada pinjaman luar negeri. Model ini konsisten dengan pendekatan endogenous fiscal autonomy yang diperkenalkan oleh Ramesh (2025) di mana kemandirian fiskal menjadi basis legitimasi negara dalam menentukan arah pembangunan nasional. Pendekatan multi-instrumental financing ini juga dinilai oleh OECD (2024) sebagai praktik baik dalam mewujudkan fiscal innovation di negara berkembang, terutama dalam konteks integrasi tujuan fiskal dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs financing).
Analisis tematik terhadap dokumen Informasi APBN 2024–2026 menunjukkan adanya pergeseran narasi kebijakan fiskal (policy narrative) yang konsisten dan ideologis. Tema “Transformasi Ekonomi Inklusif” (2024) mencerminkan pendekatan reaktif terhadap ketidakpastian global dan dampak pasca-pandemi, menekankan stabilitas makro dan perlindungan sosial. Tema “Akselerasi Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan” (2025) berkarakter reformis dan pro-investasi, menandai fase transisi menuju growth-oriented fiscal regime. Sementara tema “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” (RAPBN 2026) menandai evolusi ideologis dan strategis, menempatkan kebijakan fiskal sebagai alat politik-ekonomi untuk memperkuat kemandirian nasional dan posisi Indonesia dalam arsitektur ekonomi global (Dorigné-Thomson, 2023). Pergeseran narasi ini menggambarkan perubahan dari stabilization discourse menuju sovereignty discourse dalam kebijakan fiskal Indonesia. Dengan kata lain, APBN bukan lagi sekadar instrumen teknokratis, tetapi telah menjadi artikulator politik fiskal berdaulat menggabungkan dimensi ekonomi, ideologi, dan diplomasi fiskal nasional. Menurut Putra & Satria, (2025), fase ini menjadi penanda lahirnya fiscal statecraft di Indonesia: yaitu penggunaan kebijakan fiskal sebagai instrumen kekuasaan negara untuk mengatur dan mengarahkan ekonomi dalam kerangka pembangunan berdaulat.
Hasil analisis ini menggambarkan pergeseran dominasi fungsi fiskal yang dinamis sepanjang periode 2024–2026. Tahun 2024 didominasi oleh fungsi stabilisatif, di mana kebijakan fiskal diarahkan untuk menahan tekanan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat melalui instrumen kompensasi dan pengendalian harga. Tahun 2025 menonjolkan fungsi alokatif, dengan fokus pada efisiensi dan produktivitas belanja publik di sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur digital. Sementara itu, RAPBN 2026 menandai penguatan fungsi distributif melalui ekspansi program perlindungan sosial dan kebijakan pembangunan berdaulat berbasis kemandirian energi-pangan. Pergeseran bertahap ini menunjukkan kematangan siklus kebijakan fiskal Indonesia, yang adaptif terhadap tantangan jangka pendek namun tetap berorientasi pada transformasi struktural jangka panjang. Pola ini sejalan dengan kerangka teori new developmentalism yang menekankan peran aktif negara sebagai arsitek pembangunan, bukan sekadar regulator pasif. Seperti dijelaskan oleh Grabel (2024) dan Ramesh (2025), model fiskal seperti ini memperkuat kedaulatan ekonomi melalui kebijakan yang menjaga stabilitas makro sekaligus menumbuhkan kapasitas produktif domestik (structural competitiveness). Dengan demikian, fungsi-fungsi fiskal Musgrave kini saling terintegrasi secara progresif, menandai pergeseran Indonesia menuju fase adaptive fiscal governance.
Secara empiris, temuan ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan fiskal Indonesia tetap terjaga di tengah tekanan global dan transisi politik domestik menjelang 2026. Pemerintah berhasil menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen PDB (2,29–2,48 persen), menahan rasio utang pada level aman (sekitar 39 persen PDB), serta memperkuat struktur belanja produktif dan efisiensi subsidi. Keberhasilan ini mencerminkan tingkat fiscal discipline yang tinggi tanpa mengorbankan agenda pembangunan sosial dan investasi publik produktif. Dalam perspektif global, hal ini menandai transisi Indonesia menuju fase fiscal maturity, sebagaimana dikonsepkan oleh Hujo & Fuentes-Nieva (2024) tahap di mana kebijakan fiskal berfungsi bukan hanya sebagai penopang stabilitas, tetapi juga sebagai alat strategis untuk memperkuat daya saing nasional dan mengurangi ketergantungan eksternal. Studi UN ESCAP, (2025) juga mencatat bahwa kredibilitas fiskal Indonesia yang terjaga selama periode pasca-pandemi memperkuat posisi negara dalam iklim investasi Asia Tenggara. Kestabilan fiskal yang inklusif ini meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat sovereign credit rating Indonesia. Dengan demikian, konsistensi kebijakan fiskal selama periode transisi politik menegaskan kemampuan pemerintah untuk menyeimbangkan stabilitas makroekonomi dan keberlanjutan sosial-ekonomi, sebuah karakteristik penting dari negara dengan tata kelola fiskal matang dan kredibel (fiscal governance maturity).
Secara keseluruhan, hasil analisis  temuan dan analisis longitudinal terhadap dokumen APBN 2024, 2025, dan RAPBN 2026, dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan fiskal Indonesia mengalami transformasi struktural dan ideologis yang signifikan, bergerak dari respons jangka pendek terhadap krisis menuju model pembangunan berdaulat yang menyeluruh. APBN tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat stabilisasi, tetapi telah berevolusi menjadi instrumen pembangunan multidimensi yang mengintegrasikan efisiensi fiskal, keberlanjutan sosial, dan nasionalisme ekonomi.
Bagian ini secara langsung menjawab pertanyaan dan tujuan utama penelitian, yaitu bagaimana pola perubahan arah kebijakan fiskal Indonesia selama periode 2024-2026 mencerminkan pergeseran paradigma dari counter-cyclical fiscal management menuju developmental and sovereignty-oriented fiscal governance. Analisis tematik atas narasi APBN, komposisi belanja, strategi pembiayaan, dan prioritas strategis fiskal menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya mengalami perubahan teknokratis, tetapi juga transformasi peran negara dalam pembangunan ekonomi. Dengan menempatkan pembangunan manusia serta kemandirian energi dan pangan sebagai pilar utama, arah kebijakan fiskal Indonesia secara konsisten bergerak menuju model pembangunan berdaulat (sovereignty-oriented fiscal model), yang menyeimbangkan antara otonomi fiskal nasional dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Model ini mencerminkan bentuk baru dari paradigma developmental state, di mana negara menggunakan kebijakan fiskal bukan hanya sebagai alat pengelolaan keuangan negara, melainkan sebagai instrumen politik ekonomi strategis untuk memperkuat kapasitas domestik, memperluas ruang fiskal jangka panjang, dan melindungi kedaulatan ekonomi (Putra & Satria, 2025).
Pendekatan ini juga memiliki relevansi luas bagi negara berkembang lain, khususnya di kawasan Asia dan Afrika, yang berupaya menavigasi antara stabilitas fiskal, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi di tengah realitas post-globalization (Weber, 2025). Selanjutnya, studi ini tidak hanya memberikan pemahaman baru atas arah kebijakan fiskal Indonesia, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai kasus rujukan (reference case) bagi praktik fiscal statecraft di negara berkembang. Dalam konteks ini, konsolidasi fiskal 2024-2026 dapat dipandang bukan sekadar sebagai kebijakan keuangan, melainkan sebagai manifestasi ideologi pembangunan berdaulat dalam tata kelola fiskal globalyang lebih inklusif dan strategis.


SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia periode 2024–2026 mengalami transformasi struktural yang signifikan, beralih dari counter-cyclical recovery policy menuju kerangka kebijakan fiskal berorientasi pembangunan dan kedaulatan nasional (developmental and sovereignty-oriented fiscal framework). APBN pada periode ini secara konsisten mempertahankan defisit di bawah 3 persen terhadap PDB, mengimplementasikan reformasi dan digitalisasi perpajakan, serta mengalokasikan belanja secara lebih produktif ke sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, energi hijau, dan ketahanan pangan.
Pergeseran ini menandai evolusi fungsi fiskal nasional dari stabilisatif pada 2024 menuju alokatif dan distributif pada 2025–2026, sebagaimana dijelaskan dalam model tiga fungsi fiskal Musgrave (1959).  Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak lagi difungsikan semata-mata untuk merespons krisis secara reaktif, tetapi telah menjadi alat strategis untuk pembangunan berkelanjutan dan kemandirian nasional. Struktur dan narasi kebijakan fiskal Indonesia selama tiga tahun tersebut mencerminkan arah baru yang menggabungkan stabilitas makroekonomi, peningkatan efisiensi belanja, dan dukungan terhadap agenda Visi Indonesia Emas 2045. Secara teoritis, temuan ini menguatkan relevansi pendekatan developmental fiscal policy dalam konteks negara berkembang, di mana negara memainkan peran aktif dalam membentuk struktur ekonomi melalui instrumen fiskal yang inklusif dan kredibel.
Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis hanya menggunakan data dari dokumen fiskal makro resmi dan belum mencakup implementasi aktual di tingkat sektoral atau daerah. Kedua, pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis dokumen tidak memungkinkan pengukuran kuantitatif dampak kebijakan terhadap indikator pembangunan seperti kemiskinan, ketimpangan, atau pertumbuhan hijau. Ketiga, periode observasi dibatasi pada tiga tahun fiskal dan belum dapat menangkap dinamika jangka menengah dalam konteks transisi pemerintahan dan tantangan global yang terus berkembang.
Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan metode kuantitatif seperti computable general equilibrium (CGE) atau fiscal impact modeling, guna mengukur dampak spesifik dari kebijakan fiskal terhadap berbagai indikator ekonomi dan sosial. Pemerintah juga didorong untuk melanjutkan agenda reformasi fiskal yang adaptif, termasuk memperkuat kepatuhan pajak, memperluas PNBP yang berkelanjutan, dan mengintegrasikan prinsip result-based budgeting dengan agenda pembangunan hijau dan inklusif. Dengan demikian, arah kebijakan fiskal Indonesia dapat terus dikembangkan sebagai pilar utama tata kelola pembangunan yang berdaulat, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global.
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